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Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong
terjadinya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan,
termasuk di tingkat desa. Konsep E-Government hadir sebagai strategi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Di Indonesia,
penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik didukung oleh
kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan
mengintegrasikan sistem elektronik agar tata kelola pemerintahan
berjalan lebih baik. Dalam konteks pemerintahan desa, salah satu
bentuk implementasi E-Government adalah penggunaan Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi pengelolaan keuangan
desa. Digitalisasi melalui SISKEUDES diharapkan mampu mendukung
terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan,
dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.
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Pendahuluan
Penampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa (2024)

https://images.app.goo.gl/cDkDZFhg93DBqRLy9 (2024)

https://images.app.goo.gl/cDkDZFhg93DBqRLy9
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Pendahuluan
Berdasarkan tabel rekapitulasi APBDes Tahun
Anggaran 2024–2025, seluruh komponen
keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan desa telah diinput secara lengkap ke
dalam aplikasi SISKEUDES di Desa Pagerwojo. Hal
ini menunjukkan bahwa sistem digital telah
digunakan secara efektif dalam mendukung
proses perencanaan, penatausahaan, hingga
pelaporan keuangan desa. Secara administratif,
pencatatan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 sehingga mendukung prinsip transparansi
dan akuntabilitas. Namun, meskipun laporan telah
terdigitalisasi dan tertib secara sistem,
keterbukaan informasi kepada masyarakat masih
belum baik karena belum didukung platform
publik berbasis digital. Dengan demikian,
implementasi SISKEUDES sudah efektif dari sisi
tata kelola internal, tetapi masih perlu penguatan
pada aspek transparansi eksternal.
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Kondisi Existing
Penelitian ini membahas penerapan E-Government melalui Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo. Desa Pagerwojo telah menerapkan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) sejak tahun 2018 sebagai sistem utama dalam pengelolaan
keuangan desa. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, pengelolaan
keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word dan
Excel yang dinilai kurang efektif, rawan kesalahan pencatatan, serta
berpotensi terjadi keterlambatan pelaporan. Setelah penerapan SISKEUDES,
proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan menjadi
lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi. Laporan APBDes Tahun
Anggaran 2024–2025 juga telah diinput secara lengkap melalui aplikasi ini,
menunjukkan bahwa secara administratif sistem telah berjalan dengan baik.
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Gep Permasalahan
Meskipun penerapan SISKEUDES telah berjalan, masih terdapat beberapa
permasalahan. Pertama, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia
aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, terutama bagi
perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Kedua,
kendala infrastruktur berupa jaringan internet yang tidak stabil sehingga
menghambat proses input dan pengelolaan data. Ketiga, transparansi kepada
masyarakat belum baik karena desa belum memiliki website atau platform
digital resmi sebagai media publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara penerapan sistem digital secara internal dan
keterbukaan informasi kepada masyarakat.
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Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana penerapan E-Government melalui
aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan
keuangan Desa Pagerwojo serta faktor
pendukung dan penghambatnya berdasarkan
indikator E-Government

Untuk menganalisis penerapan SISKEUDES
sebagai bentuk implementasi E-Government
dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta
mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya.
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Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Peneliti Hasil Temun

Surianto Ilham dan Kadek
Evi Lusiani (2022)

Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten
Kolaka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif
terhadap tata kelola keuangan desa, terutama dalam
pencatatan dan pelaporan yang lebih terstruktur serta sesuai
regulasi. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti
keterbatasan fleksibilitas sistem dan keterlambatan pencairan
dana.

A. Faizah dan R. Sari (2022) Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan
Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan
Dukun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKEUDES mampu
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban
administrasi keuangan desa. Namun, masih terdapat
hambatan teknis dalam proses penginputan data sehingga
diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. R. Maylita dan L.
Mursyidah (2025)

Penerapan SISKEUDES di Desa Tambak
Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten
Sidoarjo

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES
telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,
tetapi belum berjalan optimal karena kendala infrastruktur
teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dan
kompetensi aparatur desa agar implementasi sistem dapat
berjalan lebih maksimal.
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Landasan Teori
1. Content Development (Pengembangan Konten)
Indikator ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan
mengelola informasi digital yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Pengembangan konten mencakup penyajian data, laporan, maupun layanan publik dalam
bentuk digital. Konten yang baik harus informatif, transparan, dan diperbarui secara
berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Competency Building (Pembangunan Kompetensi)
Indikator ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
mengoperasikan teknologi informasi. Keberhasilan E-Government tidak hanya ditentukan
oleh adanya sistem, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam memahami, mengelola,
dan memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Pelatihan, pendampingan, dan
pengembangan keterampilan teknis menjadi bagian penting dalam indikator ini.
3. Connectivity (Konektivitas Infrastruktur)
Connectivity berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi, seperti
jaringan internet, perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software).
Infrastruktur yang memadai dan jaringan yang stabil sangat diperlukan agar sistem digital
dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis.
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Landasan Teori
4. Cyber Laws (Regulasi/Hukum Siber)
Indikator ini mengacu pada adanya dasar hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan
teknologi informasi dalam pemerintahan. Regulasi tersebut bertujuan menjamin keamanan data,
legalitas sistem, serta standar operasional dalam pelaksanaan E-Government. Tanpa dukungan
hukum yang jelas, implementasi sistem digital berpotensi menimbulkan masalah administratif
maupun hukum.
5. Citizen Interface (Antarmuka dengan Masyarakat)
Citizen Interface merupakan sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui media
digital, seperti website, aplikasi layanan publik, atau portal informasi. Indikator ini menilai sejauh
mana masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah, cepat, dan responsif.
Semakin baik antarmuka yang disediakan, semakin tinggi tingkat partisipasi dan transparansi
publik.
6. Capital (Permodalan/Anggaran)
Capital berkaitan dengan ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung pengembangan,
pemeliharaan, dan keberlanjutan sistem E-Government. Implementasi teknologi membutuhkan
biaya, baik untuk pengadaan perangkat, pelatihan SDM, maupun pembaruan sistem. Dukungan
anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.
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Metode
Jenis penelitian: kualitatif deskriptif.
Lokasi penelitian: Pemerintahan Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, kabupaten Sidoarjo
Sumber data:
• Primer: Wawancara dengan kepala desa (Bpk. Nanang), bendahara (Ibu. Ana) & kaur keuangan (Ibu

Melinda), observasi langsung.
• Sekunder: Laporan APBDes tahun anggaran 2024-2025, Dokumen dan pelaporan, serta Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data:
• Wawancara: Melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.
• Observasi: Pengamatan langsung di Pemerintahan Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo.
• Dokumentasi: mengumpulkan data pendukung seperti foto anggaran dan dokumentasi kegiatan.

Teknik analisis data:
• Reduksi data: menyederhanakan hasil wawancara menjadi data yang bermakna dan relevan dengan

tujuan penelitian.
• Penyajian data: menampilkan dalam bentuk data seperti tabel agar mudah difahami.
• Penerikan kesimpulan: menarik temuan dari data yang sudah dikumpulkan.
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Pembahasan 
Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo
didasarkan pada teori E-Government menurut Richardus Eko
Indrajit (2005) yang menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi
pemerintahan ditentukan oleh enam indikator utama, yaitu
Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber
Laws, Citizen Interface, dan Capital. Penerapan SISKEUDES sebagai
bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan desa yang
bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh
kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta keterbukaan
informasi kepada masyarakat.
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Pembahasan
Content Development (Pengembangan Konten)

Pengembangan konten dalam penerapan
SISKEUDES terlihat dari ketersediaan laporan
APBDes yang telah diinput secara lengkap dan
terstruktur dalam sistem, mulai dari perencanaan,
penatausahaan, hingga pelaporan. Sistem ini
mampu menghasilkan dokumen administrasi yang
sesuai dengan regulasi dan standar pengelolaan
keuangan desa. Hal ini sejalan dengan konsep
Content Development menurut Indrajit (2005) yang
menekankan pentingnya penyediaan informasi
digital yang akurat dan terkelola dengan baik.
Penelitian A. Faizah & R. Sari (2022) juga
menyatakan bahwa SISKEUDES mampu
meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas
laporan keuangan desa.
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Pembahasan
Competency Building (Pembangunan 

Kompetensi SDM)
Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo
telah diawali dengan pelatihan bagi
bendahara desa sejak tahun 2018. Namun,
masih terdapat keterbatasan pemahaman
teknis bagi beberapa aparatur desa yang
belum terbiasa menggunakan teknologi
informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pembangunan kompetensi belum
sepenuhnya optimal. Menurut Indrajit
(2005), keberhasilan E-Government sangat
bergantung pada kesiapan dan kapasitas
sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan
penelitian I. Rani (2020) juga menemukan
bahwa keterbatasan kemampuan teknis
menjadi faktor penghambat efektivitas
penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
di tingkat desa.

No Pembangunan Kompetensi 

SDM 

Jumlah Apratur Persentase

1 Aparatur yang telah mengikuti

pelatihan

4 Orang 50%

2 Aparatur yang mampu

mengoperasikan aplikasi

SISKEUDES secara mandiri

2 Orang 25%

3 Aparatur yang masih

bergantung pada operatur

utama

3 Orang 37%

4 Aparatur yang mengalami

kesulitan teknis

2Orang 25%

5 Aparatur yang memahami

seluruh fitur aplikasi

2 Orang 25%
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pembahasan
Connectivity (Konektivitas Infrastruktur)

Konektivitas menjadi salah satu kendala utama
dalam implementasi SISKEUDES di Desa
Pagerwojo. Meskipun perangkat komputer
telah tersedia, jaringan internet yang tidak
stabil sering menghambat proses input dan
pembaruan data. Indrajit (2005) menegaskan
bahwa infrastruktur teknologi yang memadai
merupakan persyaratan utama keberhasilan
sistem digital. Jika dikaitkan dengan penelitian
Surianto Ilham & Kadek Evi Lusiani (2022) juga
menyebutkan bahwa kendala teknis dan
infrastruktur dapat memengaruhi kelancaran
dalam pengelolaan keuangan berbasis
elektronik atau aplikasi.

No. Indikator 
Konektivitas

Kondisi Jumlah/Seko
r

Persentase

1 Ketersediaan
komputer/laptop

Tersedi
a

4 unit 100%

2 Perangkat dapat
digunakan untuk
SISKEUDES

Optimal 4 unit 100%

3 Koneksi internet
tersedia
Efektivitas
penggunaan
sistem

Ada 1 jaringan 100%

4 Efektivitas
penggunaan
sistem

Cukup - 65%

5 Kesiapan
infrastruktur
secara
keseluruhan

Cukup 
memad

ai

- 70%
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Pembahasan 
Cyber Laws (Regulasi/Hukum Siber)

Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo
telah sesuai dengan regulasi yang berlaku,
khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas
dan kepatuhan terhadap aturan telah
terpenuhi. Indrajit (2005) menyebutkan
bahwa keberadaan regulasi yang jelas
menjadi fondasi penting dalam
implementasi E-Government agar sistem
berjalan sesuai standar hukum dan
operasional. Dengan adanya regulasi
tersebut, pelaporan keuangan desa
menjadi lebih akuntabel dan terkontrol.

No Indikator regulasi/Hukum siber Kondisi Persentase

1. Penggunaan SISKEUDES sesuai Permendagri Ya 100%

2. Aparatur memahami dasar hukum SISKEUDES Sebagian 50%

3. Sistem memiliki fitur penguncian data posting Ada 100%

4. Apratur hanya mengikuti prosedur teknis Ya 62,5%

5. Kesalahan input dapat diperbaiki setalah posting Tidak 0%

6. Kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan Tinggi 80%

7. Sosialisasi regulasi kepada aparatur desa Terbatas 40%

8. Pengawasan dari pemerintahan desa Ada 75%

9 Risiko pelanggaran administrasi Rendah 20%

10. Transparansi laporan berbasis regulasi Cukup 60%
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Pembahasan 
Citizen Interface (Antarmuka dengan

Masyarakat)
Aspek Citizen Interface masih menjadi
kelemahan dalam penerapan SISKEUDES di Desa
Pagerwojo. Meskipun pengelolaan keuangan
telah berbasis digital secara internal, desa
belum memiliki website atau platform digital
resmi untuk mempublikasikan laporan keuangan
kepada masyarakat. Informasi masih
disampaikan melalui banner atau media manual.
Menurut Indrajit (2005), interaksi digital antara
pemerintah dan masyarakat merupakan elemen
penting dalam mewujudkan transparansi publik.
Jika dikaitkan dengan Penelitian B. R. Maylita & L.
Mursyidah (2025) juga menekankan bahwa
keterbukaan informasi publik masih menjadi
tantangan dalam implementasi SISKEUDES di
tingkat desa.
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Pembahasan 
Capital (Permodalan/Anggaran)

Dari aspek permodalan, penggunaan dana desa
telah terintegrasi dalam sistem SISKEUDES dan
dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini
menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk
pengelolaan sistem telah tersedia. Indrajit
(2005) menyatakan bahwa keberlanjutan E-
Government memerlukan dukungan
pembiayaan yang memadai, baik untuk
operasional maupun pemeliharaan sistem.
Penelitian Asih & Adiputra (2022) juga
menyebutkan bahwa integrasi pengelolaan
dana desa melalui SISKEUDES mampu
meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan
desa.
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Kesimpulan 
Penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah terlaksana sebagai
bentuk implementasi E-Government dalam pengelolaan keuangan
desa dan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta
akuntabilitas administrasi keuangan. Sistem ini telah mendukung
proses perencanaan hingga pelaporan secara lebih terstruktur dan
sesuai regulasi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif
karena masih terdapat kendala kompetensi SDM, infrastruktur
jaringan, serta belum maksimalnya transparansi publik. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan
konektivitas, serta pengembangan platform digital desa guna
mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara
menyeluruh.
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